. LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERI:D

FERATURAN DAFERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 7T TAHUN 2004
LEMBARAN DAERAH

TENTANG
KABUPATEN BANYUMAS
Y PEMBENTUKAN, SISUNAN DRGANISASE DAN TATAKERTA
NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERI : D SR TA PAEALE TN
S SEKRETARIAT DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAT]
KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
NOMOR 7 TAHLIN 2004 BLPATI BANYUMAS,

Mcnimbang : 2. bahwa deppin telah ditetapkanmyn  Peraburan
Perneriniall Momor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkar Daerah, maka Peratursn
Daemmh Kabupaten Bamyumas Nomor 22 'lshun
OO lenlang Susumn Organisasi dan Tata Kerja

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

. . Sekretaris Daerah dan Sekrctaris Dowan
KERETARIA TRAH DAN
e i Perwzkilan Ralwat Dasrah Kabupaten Bamyumas
SEERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Setepaimama lelah dmbah dengan Peraturan Daerah
RUPATEN BANYUMAS Nomor 8 Tahun 2002 sudah tidak sesuailagi:

B, babwa sebubungsn dengan bal tersebun | maka perlu
menetapkan kembali Peraturan Daerah  temeng
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tam Kermjn
Sekretariar Deerah dan  Sekretariat Dewan
Perwrakilar: Rakyvat Daerah
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Mengingat

Undang-unding Nomar 13 Tehun 1950 tentang
Pembentubin - Dastah-daerah Kabupalen Dalam

Lingkungan FPropinsi Jawa Tengah,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang
Pemerintahan’ Dacrah (Lemberan Megars Tabun
1999 Nomor 60, “lambahan Lembaran Negara
Momor 3839

Peramran Pemerinah No 16 Thhun 199 lendang
Jabatan Fungsional Pepawai Negeri Sipil |
Lembaran  Megara Tahon 1994 Nomer 22,
Tambahanlcmbarin Mz gam Nomor 3547)

Peramran  Pemenntah MNemor 25 Tahun 2000
tentang Kewznangen DPemeriniah Pusat dan
Eswepangan Propinsi scbags: Daermb (lonom
(Lembaran Megara Tabun 2000 Nomor 54,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peratvran Pemerintah Momor 8 Tabun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkar Dacrah [Lembaran
Megara Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara
Nomor4262);

Keputusan. Bersama NMenter:  Pendayagoraan
Aparamr MNegara dan Menteri Dalam  Negeri
Momor: M /SKEBM. PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksansan Persuran
Pemerintah Momor B Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi  Perangkat Daerah dan Perauran
Pemerintah Nomer 9 Tahun 2003 tensng
Wewenang Pengangkatan, Pemimiahan dan
Pemberbentian Pegewan Nepen Sapil;

Dengan persefujuan
DEWAN PERWAEILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EANTYLMAS

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEBENTUEAN,

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN
KABIPATEN BANYUMAS.

BABR ¥
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yanpg dimaksud dengan

=4

b Tl

Maerah adilah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bargyumas.
Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah yang selanjutmya dischut
[IPRI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Eabupsen
Baryummse:

Harpentt skl b Rupali Ramyuimas.

Sekpsarial Taerah adalah  Sekretariat Daerah Kabupawen
Banyurmas.

Sckreiwris  Daerah  adalah Sekretaris Daerah  Kabupaten
Banyymas.

Sekretarial Dewan Perwakilon Bakval Daerah yang selanjunys
disebut Sekrerarint DPRD adelah Sekretaris: Dewan Perwakilan
BEakoyat Daerah Eabupaten Bamyumas
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Sekretaris Dewan Perwakilan Rekyat Daemh yang selanjuliya
disebur Sckretaris DPRD: adalah Sckretaris Dewan Perwakilan
Fakyal Diaers h Kabupaten By .

Agisten Seloetaris Dasmh adalah Asisten Sekretaris Daerah
Kabaparen Banyumas, 1

Jabatan Fumzsional sbalah kedudukan yame menonjukkan tegas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawal Meger
Sipil dalam satman organizasi yang dalam pelaksanasn tugasnys
didasarkan pada keshlian dan atEu ketrampilan tertenm serta
bersifal mandini.

Perangkat Dacrah adalah organisasilembaga pada Pemerintah
Dizerah yang bernanpgungjawab kepeds Bupet dalem rangksn
penyelengpaman pemenniohan yong lenlin dan Sekrelarial
Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Dacrah dan Lembaza Teknis
Daerah, Kecamatan dan Savzan Polisi Pamong Praja sesuai
dengan kebubuhan daemab,

BABII

PEMBENTUEAN

Pasal 2

Diengan Perataran Dacrah ini dibeatek Sekoeizriat Dacrah dan Sekretariat

DPFRD

BAD M1
Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Fasal 3

4

Sckretariar Dacrah adalah wnsur pembarm Pimpinan Pemerinah Decreh
Kabupaten dipirpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Buped.

Pasal 4

1. Sekretariat Dasrah mempunyal tugas pokok membanta Bupad dalam
mclaksanalan mgas peryelenggaraan pemerintahan, sdminisrasi,
organisasi dan Istalaksana serta memberikan pelayanan adrinistratif

kepada s¢lurah perangkat Dacrah .

2. Uniuk melaksanakan mgas pokok scbagrimana dimaksod dalum myat
{1), Bekrerariat Daerah memponyai fangsi:

pengkoordinasian staf terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
Perangkal Daeral dalarn rangka penyelenggzaraan administrasi
pemerintahan Daerah;

penyusunan  dan pengkoordinesian  peromusan  kebijzkan
Pemerintah Dasrah;

penyelenparaan admimsirasi pemerinilian

pembinaan penyelenggaraan pemerintabian, pembangunan dan
kemasyarmkatan;

pembinaan administrasi, organisasi den tmtalaksana seria
pemberian  pelavanan teknis  gdministedil  kepada  sehuouh
perangkat daerah ;

pengelolaan sumber dayn aparmtor, kevanganm, prasamng «an
sarana pemerinfahan dasrah;

pelaksanasn hubungan masyarmkat Sekoetarial Dacrh;
pelaksanain tugas ain yang diberikan oleh Bupalh sgsuai dengan
fugas fungsima.



Bazian Kedna
ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Crganizasi Sekretariat Daershterdividari:
Sckretaris Dafrah

Asisten Pamerintahan Seketaes Dacrah

Asisten Bkonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah
Asisten Admintstrasi Sekretaris Deatah

Bagziam;

Sub Bagian,

Eelompok Jabatan Fungsional,

mon RDT@

Pacal 6
L. Asisten Pemerimtahan Sckretaris Dacrah membawahi;

a.  Bapian Tata Pemerintahan terdic] dari ;
l. 5ubBagian tzm Pemerintahan Umum
2. SubBaginn Binag Otonomi Doetah dan Perkotaan
5. SubBagiar Rina Perixinai.

b Bagian Perperintehon Desy/Belurahan, terdiri dars;
|. SubrBagiantaa Pewerintaban Desa/Kelumatban
2. SubDBagian Dina Cronomi Desa
3. SubBagian Admimistrasi Desa/Eelurshan

t.  Bagian Hukum
|. SubBagian Peramran Perundang-undangan
2. SuhBagian Bantwan Hukum
3. SubBapian Fenelazhan dan Dokunientasi Hukum.

2} Asizren Ekonomi dan Pesrlsnsinad Sekretaris Doerah membeeahi ;

Bagian Perekonomian, terdicd dari ;

1. Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Badan Usaha
Milik Deprah;

2. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Rakyat,

2. Buh Bagian Produksi dyn Ketshanan Pangan.

Bagian Kesejahteraan Rakyvat, terdiri dari:

1. Sub Bagisn Agama dan Kebudayaan;

2. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda osn Clahirags;

3. Sub BagianKesehatan, Ezsefahreraan dan Pemberdayaan,

Bagian Pengendilian Pembangunan, terdini dari ;

L. Sub BagisnProgram Kegja, ,

2. Suh Ragian Pengemdalian.

3. Sub BagiunEvaluasidan Pelaporan.

< {3)  Asisten Admindstrast Sekretaris Dagrah memmbawahi :

i

Hagan Crganisasi, terdari dani -

l. Sub BagianKelembagaan,

2. Suh Bagin Kemtafakmnsan.

2, Sub Dagian TFonmasi Jabatan dan Eepeganaian,

Dagian Hubungan Masyvarakar dan Protokol, terdinidari
1, Sob Bagin Hubungan Massmakal:

2, Sub Bagian Analizis Media dan Pendapat Umum;

3. Xub Hagian Frofokot

Bagian Umum, terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Tisaha,
2. Sub Bagian Kcuangan:
3. Sub Bagian Perlenekapan dan Bumah angga



(1)

2)

(3

)

Pasal 7

Masing-masing Asisten Sckrearis Dacrzh sebagaimana dirmaksud
pada Pasal 6 bertanpgung jawsb kepada Sekretaris Daerah

Masing masing Hagian sebagaimana dimaksuid pada Pasal 6 dipimpin
oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertangpungjawab
kepada Asisren Sekretaris Daerah vang membawahinya.

Masing-maging Sub Bapian schagaimuna dimaksod pmls Pasal 6
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian vang berada di bawah dan
bentanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahinmyva,

Bagan smmuktor organizasi Schrctarmt Docreh sehagpimans termmntum
dalam Lampiran [. Merupakan bagian tak terpizahkan dari Peraturan
Diaerah ini.

BAB IV
SEERETARIAT DPFRD

Bagian Perlama
KEDUDUEAN, TUGAS MOKORK DaN FUNGSIL.
Paszal 8

Seloreartst DIPRD adatah unsor pelayanan wrhadap DPRD, dipimpin oleh
seorang Sekretarls vang bermnggung javab kepada Pimpinan DPRDY dan
secara administratifdibina oleh Sekretaris Dacrah.

—

-

Fasal 9

(1) Sekretarist DPRD mempuryai fugas pokok memberikan polavanan
kepada anggota IPRTY.

(2} Usniuk melaksamakan togas pokok sebagaimana dimakesud dalam ayat

(1), Sekretariat DPRD mempusyai fungsi;

4.  penglordingsian selurobh  penyelenggeraan wgas Sckreteriar
DPRT.

b, pelaksanzzn fasilitasi rapal anggola DPRD.
pelaksanaan hubungan masyarakat DFRD.

d.  pelaksanaan urusan rumab tangga dan perjalanan dinas angpota
DIFRD, .

2 pengelolnan tarausahn DPRD.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal W

(1} Susunanorganisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

8. Sekretari: DPRD.

Bagian Persidangan, terdiri dari :

1y BubBagian Rapat dan Rizalah.

Z)  SubBapgran Kegatan Kosmst dan Frake:,
e, Hazian Umiom Tendic da

1) Sub Bagian Tatz Usaha dan Protokel.

2] SubBagian Keuangan.



d.  Kelompok Jabatan Fungsional

(%) Masing-masing Dagian schagaimana dimaksed dalamy oyar (1)
dipimpin oleh Kepals Dagian yang bersda di bewah  dan
bertanggungjavab kepada Schrcmnis PR

(3} Masing-masing Sub Bapian schagaimens dimubsud dalam ayat 1
dipimpin oleh Kepala Sub Baglan yang berada di bawah dan
bertenggunijawab kepada Eepala Bagian yang membassmhing

{4) Bagan strukwr organizsasi Sekrerariat DPRD sebapaitnat tercantium
dalam Lampiran II, mcropeken bagisn yang lak terpisahican dari
Perawaran Dacrah imi,

DAB V
TATAKERIA
Pasal Il

Dalam mclsksanakan wgasayn, Seketaris Dacrah, Sekretaris DPRD, para
Asisten, Kepala Bagian, Hepala Sub Bagian dan Ezlompok Jabatan
Fungsionz! wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi sexcara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungankerja
mastng-mesmy maopan dengan unit kerja lainyz sesuail dengan tugss
pokokma

Pasal 11

(1} Sctigp pimpinan saman orgamessi pads Sekretariat Daerah dan
Sekrerariat DPRD wajib mengkoordimsikon bavwahanoyz dengan
mernberikan pedoman, bambingn, pembinaan dan pengawasan bagi
pelaksennan fuywsnys

(2) Setiap pimpinan satwan organisas] pada Sckretariat Daerah dan
Sekretariat PDPRTY wajib mentasti peraturan  perundang-undansin
vang berlaky dan bertingzung jawab kepada fiasan masing mesing
seria menyanpaikan laporan secara berkala,

Pasal 13

TTraian migas dan @ia kerja Sekretariat Daerah dan Sekreariat DPRD 2kan
diamr lebih lanjut dengan Keputusan Bupaiti

BAE VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

{1} Struktor organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerzh Kabupaten
Banyumas yaag telah adz pada saar berlakunya Peramram Diacrah ini |
masih fetap berfaku sanyped denpan penpisian formasi jabatan
berdasarkan Peraturan Dagrah ini dilaksanakan,

[2) Selambat-lambatnva dalam wakts & (enam) bulen sejeic berlokunys
Permiuran  Daemb im, pengisan fermad jabatan sebapaimana

dirmaksud dalam Ayat (1) harus sudah difaksanakan.

BAE Y1
KETENTUAN PENUTUF

Pazal 15



Deppan berlakunya  Peratmran Daerah ind meka: Perawran o Dacmh
Katupaten Bamyumas Nomor 22 Thhun 20000 tentang Susunan Organisasi
dun Talm Eerja Sekreturiat Dasrah dan Sekretariat Devan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bamyumas schagamana leluh diubah dengan
Peraturan Dacrah Eabupaien Bunyumas Momor 8 Tahun 2002 dinyatakan
tidlak herlaku kagi.

Pasal 16
Perzturan Deerah ini mulad beclaku pada mnggal divndangkan.
Agar setiap crang dapat mengetabwinga, memerintahkan pengundangan
Peraturan Taerah ini dengan pensmpatanmya dalam Lembaren Daerah
Kabupaten Bamumas

Ditetapkan di Purwokarmo
TPada tanggal 31 Mei N4

DUPATI BANYUMAS

td
ARIS SETIONO

Di Undangkan di Purvwokerto
Pacm tumggal 1 Juni 2004

SEFERETARIS DAERAH EABIPATEN BANY UMAS
Tid

SINGGIH WIRANTO. SH.
MIF: 500 086 3684

LEMPBARAN DALCRAIlI KABUPATEN BANYUMAS KNUMOR G
SERID
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BAGAN SUSUNAN DRGANISASI
DFRD

SEKRETARIAT
RABUFATEN BANYLMAS

KELOMPOK
F

Larnpiran ||
SERRETARIS DFRD
AL
[ 1
BAGLAN BAGIAN
FERSIDANGAN Loy
ﬁ *
SUBBAGIAN SUE BAGLAN BUB BEAGIAN SUB BAGIAN
RAPATE KEGATAN TATA UBAHA & RELMNEAR
HISALAH AOMES & PROTOEOL
FRARS

i
i
i
{

BUPATI BANTUMAS

ARIS SETWONO



